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ABSTRAK 

 

Imas Mayanti. 201610115161. Peran BPSK Dalam Penyelesaian Sengketa  

Antara Konsumen Dan PT.PLN (Persero) Kota Bekasi Terhadap Pemadaman 

Listrik Secara Sepihak 

Ketenagalistrikan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2009 tentang Ketenagalistrikan. PLN sebagai penyedia tunggal pemasok listrik 

dirasa kurang maksimal dalam pelayanannya. Pemadaman listrik yang sering 

terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan kurangnya informasi yang sampai 

kepada konsumen listrik menyebabkan hal tersebut sering merugikan konsumen. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijadikan 

dasar konsumen untuk memperjuangkan hak-haknya dalam penyelesaian sengketa 

antara konsumen dengan pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK). 

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif mengacu 

kepada penelitian yang bersifat deskriptif analisis untuk mendapatkan kebenaran-

kebenaran konkrit yang terjadi di masyarakat mengenai peran BPSK Kota Bekasi 

dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat 

pemadaman listrik. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah library 

research dan field research yaitu memberikan gambaran terkait kondisi lapangan 

kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa peran BPSK adalah menyelesaikan 

sengketa konsumen di luar pengadilan atau non litigasi diajukan berdasarkan 

inisiatif dari pihak yang bersengketa (penggugat baik itu pelaku usaha ataupun 

konsumen). Kemudian tata cara dan mekanisme yang digunakan dalam 

penyelesaian sengketa konsumen di BPSK dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan 

dimulai dari tahap pengajuan/permohonan, tahap persidangan (konsiliasi, mediasi 

dan arbitrase), sampai tahap putusan. Sedangkan Tanggung jawab PT. PLN 

(Persero) atas hak konsumen listrik adalah pemberian kompensasi/ganti rugi sesuai 

dengan standar yang sebanding dengan kerugian yang dialami konsumen karena 

terjadi pemadaman listrik sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. 

 

Kata kunci: BPSK, PLN, Konsumen. 
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ABSTRACT 

 

Imas Mayanti, 201610115161. The Role Of BPSK In The Settlement Of Disputes 

Between Consumer And PT. PLN Bekasi City Against A Unilateral Power Outage. 

Indonesia's electricity is regulated in Law Number 30 Year 2009 concerning 

Electricity. PLN, as the sole provider of electricity suppliers, is considered to be 

less than optimal in its service. Power outages that often occur without prior notice 

and lack of information informed to electricity consumers cause it is often 

detrimental to consumers. Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer 

Protection is used as a base for consumers to fight for their rights in dispute 

resolution between consumer and business actors through the Consumer Dispute 

Settlement Board (BPSK). 

The research method used by the writer is normative juridical referring to 

analytical descriptive research to get real truths that occur in the society regarding 

the role of Bekasi City BPSK in providing legal protection to consumers who are 

disadvantaged due to power outages. Data collection methods used are library 

research and field research that provides an overview of field conditions and is then 

linked to existing laws and regulations. 

The results showed that the role of Consumer Dispute Settlement Board (BPSK) 

was to resolve consumer disputes outside the court or non-litigation submitted 

based on the initiative of the disputing party (the plaintiff was either a business 

actor or a consumer). Then the procedures and mechanisms used in resolving 

consumer disputes at BPSK are carried out through 3 (three) stages starting from 

the filing/petition stage, the trial stage (conciliation, mediation, and arbitration) to 

the decision stage. While the responsibility of PT. PLN (Company) for the rights of 

electricity consumers in the provision of compensation in accordance with 

standards comparable to losses suffered by consumers due to power outages as 

stipulated in Article 29 paragraph (1) of Law Number 30 Year 2009 concerning 

Electricity. 

 

Keywords: BPSK, PLN, Consumer. 
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